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MATRIKS PERBANDINGAN 

 

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPTEN 

KUDUS TAHUN 2023 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 25 TAHUN 2023 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPTEN KUDUS TAHUN 2023 

 

Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2022 

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 

2023  

Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUDUS, BUPATI KUDUS, 

Menimbang: 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023;  

Menimbang: 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 

27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kudus Tahun 2023;  

b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, meliputi perubahan 

kerangka ekonomi dan keuangan daerah, pergeseran, perubahan atau 

pergeseran anggaran, penambahan program, kegiatan dan sub 

kegiatan serta penyesuaian target kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 

sampai dengan triwulan II menunjukkan adanya perkembangan yang 
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tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2023, sehingga perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus 

Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kudus Tahun 2023;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023;  

Mengingat: 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421);  

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  

Mengingat: 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421);  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);  
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7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573);  

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virns Disease 2019 (Covid-19) 

dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 134);  

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Repu blik Indonesia N omor 6757);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817);  

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);  

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 ten 

tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);  

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);  

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 

2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 

Nomor 113);  

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 

Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kudus Nomor 218);  
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322);  

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);  

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);  

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ten tang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312);  

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);  

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);  

16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 (Berita 

Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 27);  
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Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 110);  

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2009- 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 

Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 121);  

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 135);  

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);  

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 

113);  

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);  
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25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 ten tang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus 

Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 

218);  

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 248);  

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 

Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kudus Nomor 249);  

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 67 Tahun 2011 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);  

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan J angka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Peru bahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312);  

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
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Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);  

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);  

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);  

34. Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 ten tang 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah 

(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 71);  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 

KUDUS TAHUN 2023. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 27 

TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS 

TAHUN 2023.  

 Pasal I 

Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 

2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 

2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 27), diubah 

sebagai berikut:  

Pasal 1 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023, yang 

selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan 

pembangunan Kabu paten Kudus untuk periode 1 (satu) tahun anggaran 

yang dimulai pada 1 Januari 2023 dan berakhir pada 31 Desember 2023. 
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Pasal 2 

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi 

pedoman dalam:  

a. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;  

b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus 

Tahun Anggaran 2023; dan  

c. pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.  

 

Pasal 3 

Dokumen RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

terdiri atas:  

a. Narasi RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai 

berikut:  

1. BAB I        :  PENDAHULUAN  

2. BAB II       :  GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;  

3. BAB III :   RANCANGAN KERANGKA EKONOMI 

DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 

4. BAB IV   :  SASARAN DAN PRIORITAS 

PEMBANGUNAN DAERAH  

5. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

DAERAH;  

6. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAH DAERAH;  

7. BAB VII   : PENUTUP.  

b. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan Daftar U sulan Pokok Pikiran 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada RKPD Kabupaten Kudus 

Tahun 2023; dan  
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c. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten 

Kudus Tahun 2023 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2018-2023.  

 1. Di antara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 Pasal 3A 

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 terdiri dari:  

a. Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 disusun dengan 

sistematika sebagai berikut:  

BAB I       : PENDAHULUAN 

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD 

TRIWULAN II TAHUN 2023 

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN 

DAERAH 

BAB IV   : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 

DAERAH 

BAB V       : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

BAB VI    : PENUTUP 

b. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan 

Triwulan II Tahun 2023 dan Rincian Perubahan Program, Kegiatan, 

Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023.  

 2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:   

Pasal 4 

Dokumen RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran 

III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

 

 

 

 

Pasal 4 

Dokumen Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  
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Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Kudus.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Kudus.  

Ditetapkan di Kudus 

pada tanggal 1 Juli 2022 

BUPATI KUDUS, 

Ttd. 

HARTOPO 

Ditetapkan di Kudus 

pada tanggal 25 Agustus 2023 

BUPATI KUDUS, 

Ttd. 

HARTOPO 

Diundang di Kudus 

Pada tanggal 1 Juli 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, 

Ttd. 

SAM’ANI INTAKORIS 

Diundang di Kudus 

Pada tanggal 25 Agustus 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, 

Ttd. 

REVAISIANTO SUBEKTI 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022 NOMOR 

27 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 

25 

 

 


